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Abstract 
This study aims to look at how the credit granting process and internal 
controls applied by BPR "X" in Gresik to entrust his funds to customers and BPR 
sure the funds borrowed may be returned by customers. BPR "X" is one of 12 
rural banks in Gresik which provide loans to total loans is high. The BPR with 
"X" will dare to bear the credit risk will occur. This study uses qualitative 
research with descriptive format. This research was conducted by direct 
observation to the field, interviews with the leaders and employees of the credit 
and the documents comprising the financial statements Accountability to see 
credit data. All data obtained from observation, interviews and document 
triangulation data to draw a conclusion. Results from this study is the BPR "X" 
has applied the credit granting process and internal controls with both effectively 
and in accordance with the theories that have been implemented in the Bank in 
general. And BPR "X" has an analysis of the differences with other BPR by 
analyzing the future cash flow at the time the customer makes a return on credit. 
And in the credit approval process and the internal control has a close connection 
to cooperate in controlling the level of non-performing loans (NPL) to keep the 
numbers in which the Bank is said to be healthy. 
Keywords: Lending Processes and Internal Control 
 
PENDAHULUAN 
Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 
1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat banyak (Kasmir 2011:25). Aktivitas Bank adalah menghimpun 
dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan maupun deposito dan dana yang 
telah diterima oleh Bank dari masyarakat akan diputarkan kembali kepada 
masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit.  
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Salah satu aktivitas bank yang menjadi penghasilan terbesar adalah 
memberikan pinjaman kredit. Namun dalam pelaksanaan pinjaman kredit juga 
terdapat risiko yang hampir sama besar dengan penghasilan yang didapat yaitu 
berupa kredit macet. Apabila nasabah tidak dapat melakukan pengembalian 
pinjaman kredit yang dilakukan maka akan muncul Non Performing Loan (NPL) 
atau kredit bermasalah pada laporan keuangan kolektibilitas Bank. Non 
Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur 
kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh 
debitur (Darmawan:2004 dalam Pratama:2010). Dengan ini semakin besar total 
kredit yang disalurkan maka semakin besar juga resiko yang akan ditanggung oleh 
Bank apabila pinjaman yang telah disalurkan tidak kembali.  
Salah satu Bank yang menfokuskan pada bagian kredit yaitu Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang 
menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau 
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai 
usaha BPR. Dengan peran BPR ini masyarakat yang membutuhkan modal usaha 
atau dana dapat mendapatkannya dengan mudah dengan menjaminkan barang 
berharga atas kepemilikannya. Dana yang disalurkan untuk pinjaman berasal dari 
masyarakat yang percaya menitipkan uangnya pada BPR ini dalam bentuk 
tabungan atau deposito. Semakin besar simpanan yang diterima maka semakin 
besar pula kredit yang akan disalurkan dan resiko atas pinjaman kredit juga akan 
semakin besar. Dengan ini pihak bank akan membuat strategi dalam menekan 
resiko yang akan merugikan bank dalam usaha pinjaman kredit ini.  
Di Kabupaten Gresik terdapat 12 BPR yang terdaftar dalam publikasi 
Bank Indonesia maupun Otorisasi Jasa Keuangan. 12 BPR melakukan pelaporan 
publikasi triwulan berupa laporan keuangan yaitu neraca, laba rugi, komitmen dan 
kontjensi, dan informasi lain. Pada laporan keuangan informasi lain ini terdapat 
data yang menginformasikan total kredit yang telah disalurkan oleh BPR dan 
terdapat rincian kredit lancar, diragukan, kurang lancar dan macet. Dari laporan 
keuangan publikasi triwulan setiap BPR memiliki angka yang berbeda-beda dalam 
total kredit yang diberikan. Dari 12 data BPR diatas yang menggambarkan total 
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pinjaman kredit, dilakukan reduksi data dengan membuang 10 BPR dan 
membandingkan dua BPR yang total kredit makin meningkat dengan angka yang 
tinggi dari tahun 2012-2014. Dua BPR ini adalah BPR “P” dan BPR “X”. Kedua 
BPR ini mengeluarkan dana pinjaman paling besar dibanding 10 BPR yang lain. 
Perbedaan pada kedua BPR ini yaitu yang menjadi pengendali pemegang saham 
dari BPR “P” adalah pemerintah Kabupaten Gresik dan pemegang saham 
pengendali BPR “X” adalah kepemilikan swasta. Berikut bukti atas pengendali 
pemegang saham kedua BPR. Diantara dua Bank ini jika dilihat dari pemegang 
saham pengendali yang murni nasabah mengenal BPR tersebut dan 
mempercayakan atas dananya untuk disimpan di BPR adalah BPR “X” yang 
menjadi pemegang saham kendali adalah kepemilikan swasta. Semakin banyak 
dana yang disalurkan untuk peminjaman kredit maka semakin banyak pula dana 
yang didapat dari nasabah yang menyalurkan dananya. Semakin tinggi dana yang 
disalurkan maka laba yang akan didapat BPR juga akan semakin tinggi. Namun 
setiap laba yang tinggi juga ada resiko yang tinggi pula, dimana semakin tinggi 
pinjaman diberika maka resiko apabila dana tidak kembali juga semakin besar 
atau disebut Non Performing Loan (NPL) apabila nasabah tidak sanggup 
melakukan pengembalian. Dengan ini BPR “X” kemungkinan mempunyai strategi 
analisis proses pemberian kredit yang baik dan dengan didukung dengan 
pengendalian yang afektif dalam menghadapi resiko kredit. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui proses pemberian kredit dan pengendalian internal yang 
telah diterapkan BPR “X”.  
 
KAJIAN PUSTAKA 
Lembaga Keuangan adalah lembaga yang menghubungkan antar pelaku 
sektor rumah tangga dan perusahaan dalam melakukan interaksi ekonomi. Sektor 
rumah tangga melakukan hubungan dengan lembaga keuangan karena kebutuhan 
kebutuhan sektor rumah tangga untuk mengalokasikan sebagian pendapatan untuk 
ditabung di lembaga keuangan, sedangkan sektor perusahaan membutuhkan dana 
dari lembaga keuanngan nntuk membiayai kegiatan invetasi perusahaan. 
Salah satu bentuk lembaga keuangan adalah Bank. Menurut Undang-
Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, 
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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyrakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Kegiatan pada bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkan dana ke masyarakat dan beberapa jasa lainnya. Bank yang menfokus 
pada penyaluran kredit adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).  
Pengertian BPR menurut UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang 
menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau 
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai 
usaha BPR. BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip 
kehati-hatian. Demokarasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang 
dijalankan dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki delapan cirri positif sebagai 
faktor pendukung dan tiga ciri negatife yang harus dihindari yaitu free fight 
liberalisme, etatisme, dan monopoli. 
Sesuai peranan BPR sebagai penghimpun dana dari sektor rumah tangga 
(kelompok masyarakat berpendapatan rendah) dan penyalur dana kepada sektor 
perusahaan (kelompok pengusaha ekonomi lemah), maka munculnya BPR 
mempunyai sasaran yaitu melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, 
pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum 
dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan 
layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, dan pemerataan 
pendapatan. Kecuali itu agar layanan dan alokasi dana kelompok masyarakat 
tersebut tidak dilakukan oleh para pelepas uang (rentenir). 
Adapun usaha-usaha BPR adalah menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka,, tabungan dan/atau bentuk 
lainnya yang dipersamakan, memberikan kredit, menempatkan dananya dalam 
bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, 
dan/atau pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia 
kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas. Agar peranan BPR sebagai 
penghimpun dan penyalur dana khusus untuk kelompok masyarakat 
berpendapatan rendah dan kelompok pengusaha ekonomi lemah yang belum 
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melakukan akses ke lembaga keuangan yang sudah ada dapat optimal, maka BPR 
dilarang melakukan kegiatan usaha yaitu menerima simpanan berupa giro, 
melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan usaha perasuransian, 
melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam 
usaha BPR. 
Pembinaan dan pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia. 
Pembinaan BPR ditunjukkan secara lengkap dalam UU Perbankan Nomor 7 
Tahun 1992 Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 beserta perubahan dalam UU 
Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 
37, Pasal 37A, dan Pasal 37B. Pengawasan BI terhadap BPR meliputi pemberian 
bantuan dan pelayanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang 
tidak terjangkau bantuan dan pelayanan dari bank umum yaitu dengan 
memberikan pinjaman kepada pedagang/pengusaha kecil di desa dan di pasar agar 
tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana dari masyarakat, membantu 
pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional 
dengan adanya akselerasi pembangunan, penciptaan pemerataan kesempatan 
berusaha bagi masyarakat. Dalam melakukan pengawasan terhadap BPR akan 
terjadi beberapa kemungkinan yaitu organisasi dan sistem manajemen BPR, 
termasuk di dalamnya perencanaan yang ditetapkan, BPR kekurangan tenaga 
terampil dan professional, BPR mengalami kesulitan likuiditas, BPR belum 
melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya. 
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
perbankan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagii hasil. Unsur-unsur kredit yaitu 
adanya kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, balas jasa. 
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Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank 
tersebut didirikan. Tujuan utama pemberian kredit yang pertama yaitu untuk 
mencari keuntungan yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian 
kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh 
bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada 
nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang 
terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan 
dilikuidasi (dibubarkan). Yang kedua untuk membantu usaha nasabah yang 
memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan 
dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas 
usaha. Yang ketiga yaitu untuk membantu Pemerintah karena semakin banyak 
kredit disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin 
banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 
Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara 
umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang 
menjadi perbedaan hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang diterapkan 
dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum 
dapat dibeda antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan 
hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuan apakah konsumtif atau 
produktif. Prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut (Kasmir 
2011:114): 
1. Pengajuan Berkas-Berkas 
Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang 
dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-
berkas lain yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit berisi: 
a. Latar belakang perusahaan 
b. Maksud dan tujuan 
c. Besarnya kredit dan jangka waktu 
d. Cara pemohon mengembalikan kredit 
e. Jaminan kredit 
Proposal dilampiri dengan berkas yang telah dipersyaratkan yaitu (Kasmir 
2011:116): 
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a. Akte notaries 
b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
d. Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir 
e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan 
f. Foto kopi sertifikat jaminan 
Penilaian yang dapat dilakukan untuk sementara adalah dari neraca dan 
laporan laba rugi yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai 
berikut (Kasmir 2011:117): 
a. Current Ratio 
b. Acid Test Ratio 
c. Inventory Turn Over 
d. Sales To Receivable Ratio 
e. Profit Margin Ratio 
f. Return On Net Worth 
g. Working Capital 
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman. 
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah 
lengkap sesuai syarat dan sudah benar. Jika menurut perbankan belum 
lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya 
dan apabila batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan 
tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.  
3. Wawancara I 
Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung 
berhadapan dengan calon peminjam, untuk menyakinkan apakah berkas-
berkas tersebut sesuia dan lengkap seperti dengan bank. Wawancara ini 
juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang 
sebenarnya. Hendaknya diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan. 
4. On The Spot 
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai 
objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot 
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dicocokkan denan hasil wawancara I. pada saat hendak melakukan on the 
spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita 
lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 
5. Wawancara II 
Merupakan kegiatan perbikan berkas, jika kemungkinan ada kekurangan 
pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan ada pada 
pemohon dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the 
spot apakah ada kesesuain dan mengandung suatu kebenaran. 
6. Keputusan Kredit 
Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit ini akan 
diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka disiapkan administrasinya, 
biasanya keputusan kredit yang akan mencakup: 
a. Jumlah uang yang diterima 
b. Jangka waktu kredit 
c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar 
Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi 
kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai 
dengan alasanya masing-masing. 
7. Penandatangan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya 
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kreidt, maka 
sebelum kredit dicairkan maka terlebih dalu calon nasabah menandatagani 
akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau 
penyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan: 
a. Antar bank dengan debitur secara langsung atau 
b. Dengan melalui notaries. 
8. Realisasi Kredit 
Realisasi kredit diberikan setelah tanda tangan surat-surat yang diperlukan 
dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. 
9. Penyaluran/Penarikan Dana 
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi 
dari pemberian kredit da dapat diambil sesua ketentuan dan tujuan kredit 
yaitu: 
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a. Sekaligus atau 
b. Secara bertahap. 
Dalam melepas kredit agar berkualitas pihak perbankan perlu 
memerhatikan dua unsur yaitu tingkat perolehan laba (return), artinya jumlah laba 
yang akan diperoleh atas penyaluran kredit. Jumlah perolehan laba tersebut harus 
memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya. 
Tingkat risiko (risk), artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap 
kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan. Dalam 
memenuhi tingkat perolehan laba bank agar dapat dikatakan memenuhi kreteria 
ketentuan yang berlaku, perbankan harus memerhatikan empat faktor agar 
kesehatan bank dapat diukur sesuai ketentuan yaitu Tingkat Return On Assets 
(ROA), Return On Equity (ROE), Timing of Return (Waktu perolehan laba), 
Future Prospect (Prospek ke depan/di masa yang akan datang). 
Agar kredit yang disalurkan oleh suatu bank memiliki kualitas kredit yang 
baik, perlu dilakukan pemisahan fungsi dalam organisasi kredit. Pemisahan ini 
dilakukan agar masing-masing fungsi dapat bekerja secara baik dan memperkecil 
terjadinya penilaian yang tidak objektif dengan berbagai sebab yang berpotensi 
terjadinya penyimpangan yang akhirnya akan menyebabkan kredit yang 
disalurkan bermasalah. Pemisahan fungsi dalam organisasi kredit pada umumnya 
yaitu pemasaran kredit, analisis kredit, taksasi jaminan, administrasi kredit, audit 
kredit. Tujuan pemisahan fungsi adalah agar pengelolaan suatu permohonan kredit 
dapat diproses secara benar lengkap,teliti dan sempurna sehingga memiliki risiko 
rendah dan tidak menimbulkan masalah. Penilaian dimulai pertama sekali 
permohonan kredit diajukan sampai dengan kredit berjalan dan berakhir. 
Dalam memutuskan suatu permohonan kredit yang akan diberikan kepada 
nasabah agar berkualitas, sebaiknya perlu dibentuk komite kredit, komite ini 
bertugas memberikan pelayanan hal-hal yang berkaitan dengan kredit yang 
disalurkan. Secara umum tugas komite kredit ini adalah: 
1. Membuat keputusan dan penelaahan kredit baru, artinya setiap adanya 
permohonan kredit baru, peru ditelaah secara benar tentang kelayakan kredit 
sebelum diambil keputusan. 
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2. Memastikan kelengkapan dokumen kredit, artinya dalam pengajuan kredit, 
apa pun syarat kelengkapan dokumen mutlak untuk diserahkan ini 
merupakan salah satu kredit sehingga tidak menimbulkan masalah ke depan. 
3. Persetujuan perpanjangan kredit, artinya bagi kredit yang sudah berakhir 
masa pinjaman dan nasabah tersebut ingin memperpanjang kredit karena 
suatu hal, komite kembali harus memberikan persetujuan apakah kredit 
tersebut layak atau tidak untuk diperpanjang dengan pertimbangan yang 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
4. Perubahan kondisi dan syarat kredit, artinya kalau kondisi nasabah dengan 
situasi yang berkembang di luar menyebabkan nasabah mengalami 
kesulitan, pihak perbankan perlu melakukan perubahan tentang kondisi dan 
syarat kredit, misalnya perubahan jangka waktu pembayaran atau bunga 
yang dibebankan ke nasabah. 
Untuk menentukan berkualitas atau tidak suatu kredit perlu diberikan 
ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut 
ketetuan sebagai berikut: 
1. Lancar (Pass) 
Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: 
a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu. 
b. Memiliki mutasi rekening yang aktif. 
c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral). 
d. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention) 
Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: 
a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang 
telah melampaui 90 hari. 
b. Kadang-kadang terjadi cerukan. 
c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. 
d. Mutasi rekening reklatif aktif. 
e. Didukung dengan pinjaman baru. 
2. Kurang Lancar (Substandard) 
Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya: 
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a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah 
melampaui 90 hari. 
b. Sering terjadi cerukan. 
c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 
hari. 
d. Frekuensi mutasi rekening reklatif rendah. 
e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. 
f. Dokumen pinjaman yang lemah. 
3. Diragukan (Doubtful) 
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya: 
a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang 
telah melampaui 180 hari. 
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen. 
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari. 
d. Terjadi kapitalisasi bunga. 
e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun 
pengikat jaminan. 
4. Macet (Loss) 
Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: 
a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang 
telah melampaui 270 hari. 
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 
c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada 
nilai yang wajar. 
Prinsip-prinsip pemberian kredit dapat menggunakan analisis 5C yaitu: 
1. Character 
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan 
diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, dilihat dari latar belakang 
nasabah mulai dari pekerjaan sampai gaya hidup. 
2. Capacity 
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang 
dihubungkan dengan pendidikan, kemampuan bisnis juga diukur dengan 
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kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan pemerintah. Dan 
kemampuannya dalam menjalankan usaha untuk melihat kemampuanya 
dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 
3. Capital 
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangn 
(neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari 
segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. 
4. Collateral 
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 
maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 
diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya jika terjadi suau 
masalah, maka jaminan yang dititip akan dapat dipergunakan secepat 
mungkin. 
5. Condition 
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik 
sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta 
prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha 
yang dibiayai hendaknya benar memiliki prospek yang baik sehingga 
kemungkinan kredit bermasalah relaif kecil. 
Kemungkinan kredit macet disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut: 
1. Dari pihak perbankan 
Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga 
apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi 
akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam 
analisis dilakukan secara subjektif. 
2. Dari pihak nasabah 
Kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu: 
a. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak 
bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang 
diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk 
membayar. 
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b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar, tetapi 
tidak mampu. Misalnya dikarenakan terkena musibah, kebanjiran yang 
menyebabkan kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. 
Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara: 
1. Rescheduling 
a. Memperpanjang jangka waktu kredit 
b. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka 
waktu kredit. 
c. Memperpanjang jangka waktu angsuran 
d. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit.  
2. Reconditioning 
Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada: 
a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. 
b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal 
penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, dan pokok 
pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa. 
c. Penurunan suku bunga, agar lebih ringankan beban nasabah.  
d. Pembebasan bunga, diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan 
nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, 
nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok 
pinjamannya sampai lunas. 
3. Restructuring 
a. Dengan menambah jumlah kredit 
b. Dengan menambah equity 
c. Dengan menyetor uang tunai 
d. Tambahan dari pemilik 
4. Kombinasi 
Merupakan kombinasi dari ketiga jenis 3R. 
5. Penyitaan Jaminan 
Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya 
etikat, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-
utangnya. 
14 
 
Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu pengukuran risiko 
bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu 
bank. Ukuran terbaik NPL sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia untuk NPL 
gross adalah dibawah 5%. Semakin besar rasio NPL, semakin besar pula risiko 
kredit yang ditanggung pihak bank dan juga mengindikasi bahwa bank tersebut 
mengalami profitabilitas, karena seharusnya bank memperoleh profit dari kegiatan 
pemberian kredit, tetapi karena banyak kredit bermasalah menimbulkan potensi 
kerugian bagi bank (Juliana, 20111). 
 
METODE  
Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 
lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 
teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data 
bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 
generalisasi.  
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis yang 
digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada 
manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-
metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah 
generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) 
dari fenomena yang diamati. 
Format desaian penelitian terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, 
format verifikasi, dan format grounded research. Penelitian kualitatif ini secara 
spesifik lebih diarahkan pada penggunaan format deskriptif dimana peneliti 
memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu 
tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan format deskriptif. Dimana penelitian ini akan menjelaskan 
tentang bagaimana proses pemberian kredit dan pengendalian internal yang 
diterapkan di BPR “X” untuk memberikan kepercayaan pada Bank bahwa 
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nasabah mampu melakukan pengembalian dana atas pinjaman kredit yang 
dilakukan. 
Objek dan subjek penelitian untuk menganalisis proses pemberian kredit 
dan pengendalian internal. Objek dalam penelitian ini adalah BPR “X” di 
Kabupaten Gresik yang memiliki potensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut 
untuk mengatahui strategi yang dapat dilakukan untuk menyakinkan Bank dalam 
percaya kepada nasabah memiliki potensi untuk mengembalikan dana yang telah 
dipinjam. Subjek penelitian ini adalah pimpinan BPR “X” dan karyawan BPR “X” 
yang berada di bagian yang terlibat dalam proses pemberian kredit. Pimpinan dan 
karyawan BPR “X” ini yang akan menjadi informan mengenai proses pemberian 
kredit dan pengendalian internal yang telah diterapkan.  
Sumber data utama dalam penelitian ialah kata-kata dan tindakan. Dan 
yang lainnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data hasil 
penelitian didapatkan melalui dua sumber data yaitu data primer dalam penelitian 
ini diperoleh dengan dilakukan wawancara dengan pihak pimpinan dan karyawan 
BPR “X” mengenai karakteristik 5C dalam proses pemberian kredit dan 3R dalam 
proses pengendalian internal yang diterapkan. Data sekunder dalam penelitian 
yang dilakukan ini berupa buku pustaka, laporan keuangan publikasi triwulan, 
laporan keuangan bulanan, struktur organisasi BPR “X”, laporan penelitian 
terdahulu. 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
yang memenuhi standar data yang diterapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan 
dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan 
data dapat dilakukan dengan cara yaitu observasi adalah dasar semua ilmu 
pengetahuan. Dalam penelitian ini dilakukan observasi partisipatif pasif, peneliti 
datang di tempat nara sumber namun tidak terlibat dalam kegiatan nara sumber 
karena peneliti melakukan wawancara kepada nara sumber. Dalam penelitian ini 
peneliti juga melakukan wawancara semitersetruktur kepada pihak pimpinan BPR 
“X” untuk menanyakan permasalah mengenai proses pemberian kredit dan 
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pengendalian internal. Dokumen yang digunakan adalah laporan keuangan 
kolekttibulitas yang melihatkan tingkat Non Performing Loan (NPL). 
Teknik analisis data dilakukan mulai dari analisis sebelum di lapangan, 
selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data 
sekunder yang digunakan untuk menetukan fokus penelitian. Analisis yang 
dilakukan sebelum di lapangan adalah dengan melihat fenomena yang terjadi dan 
dengan dukungan penelitian terdahulu yang telah dilakukan penelitian 
sebelumnya. Dalam penelitian ini analisis sebelum di lapangan yang dilakukan 
adalah melihat laporan keuangan publikasi triwulan mengenai informasi total 
kredit yang dikeluarkan di tiap-tiap BPR di Kabupaten Gresik. Di Kabupaten 
Gresik terdapat 12 BPR. Analisis selama di lapangan dilakukan dengan tiga tahap 
yaitu reduksi data dengan mengabaikan 10 BPR dan mengambil dua BPR yang 
memiliki angka total kredit tertinggi yaitu BPR “P” dan BPR “X”. Melakukan 
analisis ulang pada kedua BPR untuk memilih salah satu BPR untuk difokuskan 
dan dilakukan analisis lebih dalam yaitu BPR “X”. Dalam penelitian ini 
kesimpulan dapat didapat setelah melakukan wawancara dengan pihak BPR “X”. 
Lalu dilakukan penelitian dengan pihak BPR “X” untuk nantinya hasil data akan 
dilakukan perbandingan yaitu membandingkan peraturan umum BPR dengan BPR 
“X” mengenai proses pemberian kredit dan pengendalian internal yang 
diterapkan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Secara teori untuk analisis proses pemberian kredit menggunakan analisis 
5C yaitu character, capacity, capital, collateral, condition untuk melihat 
kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang akan dipinjam. Analisis 
5C yaitu: 
1. Character 
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan 
diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, dilihat dari latar belakang 
nasabah mulai dari pekerjaan sampai gaya hidup. 
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2. Capacity 
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang 
dihubungkan dengan pendidikan, kemampuan bisnis juga diukur dengan 
kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan pemerintah. Dan 
kemampuannya dalam menjalankan usaha untuk melihat kemampuanya 
dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 
3. Capital 
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangn 
(neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari 
segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. 
4. Collateral 
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 
maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 
diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya jika terjadi suau 
masalah, maka jaminan yang dititip akan dapat dipergunakan secepat 
mungkin. 
5. Condition 
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik 
sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta 
prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha 
yang dibiayai hendaknya benar memiliki prospek yang baik sehingga 
kemungkinan kredit bermasalah relaif kecil. 
Pimpinan BPR “X” memaparkan proses pengajuan pinjaman kredit yang 
dapat diajukan di BPR “X” hanya dengan beberapa jaminan yang diungkapkan 
bahwa: 
“Dengan jaminan BPKB, mendapat pinjaman sebesar 50% dari harga pasar, 
dengan jaminan Sertifikat, mendapat pinjaman sebesar 70% dari harga pasar, 
dengan jaminan Deposito pada BPR “X”, mendapat pinjaman sebesar 90% dari 
nominal deposito, dengan jaminan Stand Pasar dengan catatan yang sudah ada 
kerja sama dengan BPR “X”, mendapat pinjaman sebesar 50% dari harga sewa 
stand pasar untuk nasabah yang akan mengajukan kredit harus dilakukan analisis 
pemberian kredit yaitu menggunakan analisis 6C.” 
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Untuk mendapatkan pinjaman kredit di BPR “X” maka nasabah harus 
mengikuti prosedur berikut: 
a. Calon nasabah menemui customer service untuk meminta penjelasan 
mengenai syarat membuka rekening, biaya-biaya dan suku bunga. 
b. Setelah dijelaskan customer service menyiapkan formulir pembukaan 
rekening, permohonan kredit dan meminta kartu identitas yang masih 
berlaku serta memeriksa keabsahannya. Selanjutnya input data calon 
nasabah ke computer. 
c. Selanjutnya untuk membuka rekening baru menuju kebagian tabungan dan 
deposito untuk menyiapkan nomor rekening, slip setoran, dan buku 
tabungan atau bilyet deposit. Lalu input data tabungan atau deposito ke 
computer. Selanjutnya kembali ke bagian customer service. 
d. Setelah kembali ke customer service, customer service meminta calon 
nasabah untuk menandatangani slip setoran dan buku tabungan. Dan 
menyerahkan kembali kartu identitas asli dan slip setoran, kemudian 
menyerahkan buku tabungan kepada teller. 
e. Teller menerima buku tabungan, slip setoran, physic uang dan memeriksa 
keabsahannya. Dan menyerahkan kembali kepada nasabah berupa copy an 
setoran dan buku tabungan. 
f. Untuk pengajuan kredit customer service memberikan formulir permohonan 
kepada account officer dan selanjutnya melakukan survey ke tempat calon 
nasabah. Setelah itu memproses permohonan kredit dan meminta 
persetujuan komite kredit beserta menyerahkan dokumen pengajaun kredit 
kepada administrasi kredit. 
Selanjutnya oleh administrasi kredit akan diolah data menggunakan 
analisis 6C yang diterapkan di BPR “X” yaitu character, capacity, capital, 
collateral, condition dan cashflow. Untuk menganalisis character yaitu dengan 
melihat target market atau calon nasabah mulai dari tujuan peminjaman kredit, 
mempunyai informasi keuangan yang cukup, peminjaman kredit yang 
memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh BPR harus dihindari, 
menghindari calon nasabah yang memiliki masalah atau macet kredit pada bank 
lain. Untuk analisis Capacity dengan cara inisiasi data untuk melihat berapa 
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persen potensi atau kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan dalam 
mengembalikan kredit yang disalurkan. Untuk analisis Capital dengan cara 
memberikan solisitasi kepada calon nasabah untuk merubah potensi nasabah 
untuk lebih efektif. Untuk analisis Collateral dengan cara melakukan survey 
mencari data nasabah dan mencari data jaminan yang telah diajukan oleh calon 
nasabah. Analisis condition ini barengkan dengan analisis cashflow yaitu dengan 
cara menganalisis aktivitas usaha, data keuangan, tujuan kredit, jaminan, dan laba 
yang akan diperoleh dari usaha yang akan dijalankan.  
Setelah semua analisis 6C telah selesai maka  selanjutnya pengajuan kredit 
diserahkan kepada komite kredit. Komite kredit terdiri dari ketua, anggota yang 
memiliki sikap professional, integritas, faham akan aturan intern dan ekstern 
untuk menentukan limit kewenangan memutuskan kredit. Setelah komite kredit 
memberika keputusan layak atau tolak pengajuan kredit maka selanjutnya 
pengikatan kredit atau agunan kepada notarill atau proses dibawah tangan. Setelah 
selesai proses tersebut selanjutnya pencairan kredit. Dalam pencairan kredit hal 
yang harus diperhatikan adalah aspek yuridis untuk memberikan perlindungan 
terhadap BPR. Selanjutnya calon nasabah dimonitoring pihak BPR untuk 
memastikan agar dana Bank kembali serta dilakukan kunjungan oleh account 
officer setiap bulan. Apabila terjadi tunggakan angsuran maka bagian collection 
melakukan penagihan, dan apabila tidak ada tindakan dari nasabah maka 
selanjutnya dilakukan pendekatan persuasive jika masih belum ada tindakan maka 
melalui jalur hukum. 
Pengendalian Internal secara teori dalam penyelamatan kredit macet 
dilakukan dengan cara: 
a. Rescheduling 
1. Memperpanjang jangka waktu kredit 
Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka 
waktu kredit. 
2. Memperpanjang jangka waktu angsuran 
Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit.  
b. Reconditioning 
Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada: 
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1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. 
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal 
penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, dan pokok 
pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa. 
3. Penurunan suku bunga, agar lebih ringankan beban nasabah.  
4. Pembebasan bunga, diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan 
nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, 
nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok 
pinjamannya sampai lunas. 
c. Restructuring 
1. Dengan menambah jumlah kredit 
2. Dengan menambah equity 
3. Degan menyetor uang tunai 
4. Tambahan dari pemilik 
d. Kombinasi 
Merupakan kombinasi dari ketiga jenis 3R. 
e. Penyitaan Jaminan 
Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya 
etikat, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-
utangnya. 
Sebelum melihat bagaimana pengendalian internal yang diterapkan 
sebelumnya melihat terlebih dahulu laporan keuangan yang menunjukkan Non 
Performing Loan (NPL) sejak tahun 2012-2014. 
TABEL 1. Data Non Performing Loan (NPL) tahun 2013 BPR “X” 
Bulan  NPL Bulan NPL 
Januari 2,41 Juli  2,49 
Februari  1,77 Agustus  2,96 
Maret  1,98 September  2,78 
April  2,43 Oktober  2,89 
Mei  1,92 November 2,63 
Juni  2,33 Desember  2.23 
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TABEL 2. Data Non Performing Loan (NPL) tahun 2013 BPR “X” 
Bulan  NPL Bulan NPL 
Januari 2,06 Juli  4,26 
Februari  2,79 Agustus  4,56 
Maret  2,70 September  6,24 
April  2,52 Oktober  4,34 
Mei  3,16 November 5,76 
Juni  3,86 Desember  5,31 
 
TABEL 3. Data Non Performing Loan (NPL) tahun 2014 BPR “X” 
Bulan NPL Bulan NPL 
Januari 8,80 Juli 3,70 
Februari 4,82 Agustus 3,88 
Maret 5,34 September 3,52 
April 4,75 Oktober 3,95 
Mei 4,49 November 4,34 
Juni 3,97 Desember 3,48 
Berdasarakan data NPL diatas bisa dilihat bahwa BPR “X” masih 
dikatakan sehat, karena Bank yang diakibatkan NPL secara gross seharusya 
kurang dari 5%.  
Pimpinan BPR “X” memaparkan perihal angka NPL yang masih dikatakan 
sehat: 
“bahwa BPR “X” dapat menekan Non Performing Loan (NPL) dengan 
mengetatkan pengendalian internal apabila terjadi nasabah tak mampu 
melakukan pembayaran dengan cara menerapkan pengendalian internal untuk 
penyelamatan kredit dengan cara 3R” 
Pengendalian internal yang diterapkan BPR “X” untuk penyelamatan 
kredit. Nasabah yang tidak melakukan pengembalian sesuai jadwal yang telah 
diatur maka aka nada penyelamatan kredit yaitu: 
1. 1 (satu) hari setelah jadwal pembayaran pihak customer service 
menghubungi nasabah untuk melakukan penagihan kepada nasabah sesuai 
jadwal pengembalian kredit. 
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2. Jika selama 15 hari nasabah belum ada melakukan pembayaran atas 
pengembalian kredit, pihak accounting officer akan melakukan kunjuangan 
kepada nasabah. 
3. Jika selama 30 hari nasabah belum ada melakukan pembayaran atas 
pengembalian kredit, akan dikirimkan surat peringatan 1 (satu). 
4. Jika selama 45 hari nasabah belum ada melakukan pembayaran atas 
pengembalian kredit akan dilakukan kunjungan kedua oleh accounting 
officer. 
5. Jika selama 60 hari nasabah belum ada melakukan pembayaran atas 
pengembalian kredit akan dikirimkan surat panggilan pertama untuk datang 
ke kantor pusat. 
6. Jika selama 75 hari nasabah belum ada melakukan pembayaran atas 
pengembalian kredit akan dilakukan kunjungan ketiga oleh accounting 
officer. 
7. Jika selama 90 hari nasabah belum ada melakukan pembayaran atas 
pengembalian kredit akan dikirimkan surat panggilan pertama untuk datang 
ke kantor pusat. 
8. Jika tetap belum ada tindakan dari nasabah maka jaminan yang diajukan 
nasabah akan dilakukan penyitaan atau penarikan jaminan. 
9. Namun apabila nasabah masih memiliki etika baik untuk melakukan 
pengembalian kredit maka pihak BPR “X’ akan mempertimbangkan terlebih 
dahulu. 
10. Jika nasabah masih mampu melakukan pengembalian atas pinjaman kredit 
maka pihak bank akan melakukan analisis penyelamatan kredit dengan 3R 
yaitu: 
a. Rescheduling 
1. Memperpanjang jangka waktu kredit 
2. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka 
waktu kredit. 
3. Memperpanjang jangka waktu angsuran 
4. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit.  
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b. Reconditioning 
Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada: 
1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. 
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal 
penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, dan pokok 
pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa. 
3. Penurunan suku bunga, agar lebih ringankan beban nasabah.  
4. Pembebasan bunga, diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan 
nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan 
tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok 
pinjamannya sampai lunas. 
c. Restructuring 
1. Dengan menambah jumlah kredit 
2. Dengan menambah equity 
3. Dengan menyetor uang tunai 
4. Tambahan dari pemilik 
 
PENUTUP 
Simpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
maka simpulan dari penelitian ini adalah Proses pemberian kredit yang diterapkan 
oleh BPR “X” untuk lebih menyakinkan Bank percaya kepada nasabah 
menggunakan analisis 6C dimana secara teori untuk analisis proses pemberian 
kredit menggunakan 5C sudah mencukupi. Namun di BPR “X” masih belum 
yakin jika hanya dengan 5C. 1C yang membedakan BPR “X” ini adalah Cashflow. 
Analisis cashflow ini diterapkan BPR “X” untuk melihat apakah laba dari usaha 
atau pekerjaan yang dijalani nasabah akan banyak memberikan keuntungan 
sehingga nasabah masih tetap mampu melakukan pengembalian kredit yang telah 
diajukan. Pengendalian internal yang diterapkan sebagai penyelamatan kredit 
yang diterapkan di BPR “X” ini cukup banyak memberikan kelonggaran untuk 
nasabah melakukan pembayaran atas pinjaman sebelum dilakukan penyelamatan 
kredit dengan 3R Struktur organisasi yang terstruktur pada BPR ini cukup efektif 
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dengan dan dapat dilihat bahwa setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-
masing dengan pemisahan tugas yang baik. 
Saran 
Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan dapat memberikan saran 
yaitu saran untuk pihak BPR “X” dalam proses peminjaman kredit tetap 
dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan secara efektif. Dalam 
pelaksanaannya apa yang menjadi syarat untuk pengajuan pinjaman kredit harus 
dipenuhi semua dan dilakukan analasis pada nasabah terlebih dahulu secara 
efektif sebelum disetujui pinjaman yang diberikan agar pihak bank juga yakin 
apabila nasabah mampu melakukan pengembalian kredit atas pinjaman yang 
diajukan. Dalam pelaksanaan pengendalian internal cukup ditegaskan kembali 
agar nasabah tidak merasakan kelonggaran dalam atas kebijakan keharusan 
nasabah untuk tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Saran untuk nasabah 
adalah untuk mampu memahami kredit agar tidak terjadi kredit macet lagi dan 
mampu memilih dimana tempat yang aman untuk melakukan pengajuan pinjaman 
kredit. Dan lebih bertanggung jawab atas pengajua kredit yang telah diajukan ke 
Bank. 
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